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ﻢﯿﺣ ﺮﻟا ﻦﻤﺣ ﺮﻟا ﷲ ﻢﺴﺑ 
ﻤﺤﻣ نا ﺪﮭﺷاو ﷲﻻ نا ﺪﮭﺷا ﻦﯿﻤﻟ ﺎﻌﻟا بر ﷲ ﺪﻤﺤﻟا ﷲ لﻮﺳرا دﺪلا ﻰﻠﻋ و ﺪﻤﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﻠﺳو ﻞﺻ ﻢﮭﻠﻟا 
 زﺪﻌﺑ ﺎﻣا ﻦﯿﻌﻤﺟا ﮫﺑﺎﺤﺻا و  
Segala puji bagi Allah, yang telah menerangi umat manusia dari kebenaran-
Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada para Nabi dan 
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Penyusun tak bisa bersandar hanya kepada pengalaman diri sendiri, sebab 
alangkah terbatasnya pengalaman pribadi seseorang. Karya ini lahir berkat kesabaran 
orang-orang yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu 
penyusun ingin menghaturkan rasa hormat, maaf, dan terima kasih terdalam kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 
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ketua dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Alauddin Makassar 
3. Bapak Dr. Darsul Puyu, M.Ag. dan Dr. Abdi Wijaya, S.S., M. Ag. Selaku 
pembimbing I dan II, yang telah mengarahkan, membimbing, dan memudahkan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Selaku Ibu/Bapak Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 
yang selama ini telah memberikan dan mengajarkan ilmunya tentang kebaikan 
dan kebenaran. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia maupun 
di akhirat nanti.. 
5. Ibu tercinta yang selalu mengiringi langkah penyusun dengan doa, nasehat, dan 
cinta. Kasih sayangmu abadi dan tidak dapat tergantikan oleh apapun. 
6. Kakak dan adik ku, Umi Hasana dan Muhammad Sidik yang selalu mendukung 
dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi  
7. Teman-teman seperjuangan di Jususan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang 
telah membantu dan menemani penyusun selama kuliah dan menyusun skripsi ini. 
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dan menemani penyusunan selama kuliah dan menyusun skripsi ini.  
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kesempurnaan. Oleh karena itu setiap tegur sapa dari berbagai pihak, merupakan 
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PEDOMAN TRANSILITERASI 
Transiliterasi huruf Arab kepada huruf latin yang dipakai dalam penyusunan 
skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0534b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B be 
ت Ta T te 
ث Sa S 
es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J je 
ح Ha H 
ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D de 
ذ Zal Z 
zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R er 
ز Zai Z zet 
س Sin S es 
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ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad D 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta T 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Za Z 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع Ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G ge 
ف Fa F ef 
ق Qaf Q qi 
ك Kaf K ka 
ل Lam L el 
م Mim M em 
ن Nun N en 
و Wau W we 
ه Ha H ha 
ء 
Hamza
h 
’ apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
 
xi 
 
B. Vokal Tunggal 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا Fathah A a 
 ِا Kasrah I i 
 ُا Damma U u 
 
C. Vokal Rangkap    
  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى Fathah dan ya’ Ai a dan i 
 َو Fathah dan wau Au a dan u 
          Contoh: 
 َﻒْﯿَﻛ: kaifah 
 َلَْﻮھ: haula 
D. Maddah atau Vokal Panjang 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ىَ  |اَ... 
Fathah dan alif atau 
ya’ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 ُو Dammah dan wau u u dan garis di atas 
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Contoh:  
  َتﺎَﻣ : mata 
 ﻰَﻣَر : rama 
  ْﻞِْﯿﻗ : qila 
  ُتْﻮَُﻤﯾ : yamutu 
E. Ta’marbutah 
Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
  ِل َﻒَْطﻷْا ُﺔَﺿَوَر : raudal al-at fal 
  َُﺔﻠِﺿ َﺎﻔﻟْا َُﺔﻨْﯾ ِﺪَﻤَْﻟا : al-madinah al-fadilah 
ﺔَﻤْﻜِﺤَْﻟا: al-hikmah 
F. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
َﺎﻨﱠﺑَر: rabbana 
َﺎﻨْﯿ ﱠَﺠﻧ: najjainah 
G. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
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  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
Contoh: 
 َُﺔﻔَﺴَْﻠﻔَْﻟا: al-falsafah 
 َُدِﻼﺒَْﻟا: al-biladu 
H. Hamzah 
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
  ُتْﺮُِﻣأ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 َنْوُﺮُْﻣَﺄﺗ: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un 
I. Penulisan Kata           
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
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Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
J. Lafz al-Jalalah (     ﱠﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
  ﱠﷲ ُﻦْﯾِد Dinullahِﺎﺒﮭﻠﱠﻟا billah 
Adapun ta’marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-
jalalah,  ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
 ُْﻢھ   ﱠﷲ ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓHum fi rahmatillah 
K. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
Wa ma Muhammadun illa rasul 
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   ABSTRAK 
Nama : Ahmad Nur Sigit 
NIM : 10400113003 
Judul : Praktek Cessie Dalam Pandangan KUHPer dan Hukum Islam 
 Skripsi ini berkaitan dengan peralihan piutang dari kreditur lama kepada 
kreditur baru. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan KUHPer dan 
hukum Islam terhadap praktek cessie? pokok masalah tersebut selanjutnya dapat ditarik 
ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana 
prosedur pelaksanaan cessie? 2) Bagaimana pandangan KUHper terhadap praktek 
cessie? 3) Bagaimana Islam menanggapi tentang praktek cessie? 
 Jenis penelitian dalam srkripsi ini termasuk penelititan pustaka dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Sumber data yang peneliti 
gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh 
langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder, yaitu 
data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 
dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi 
dan peraturan perundang-undangan. 
 Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna untuk memperoleh 
suatu tujuan, yaitu: 1) Untuk mengetahui konsep dasar dari prosedur praktek cessie. 
2)Untuk mengetahui pandangan KUHPer terhadap praktek cessie. 3) Untuk 
mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek cessie. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek cessie dalam pandangan 
KUHPer dan hukum Islam diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat tertentu selama 
tidak melanggar syariat Islam dan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Praktek cessie dalam pandangan hukum Islam (hiwalah haqq) lebih dominan mengatur 
perpindahan piutang antara subjek dan subjek hukum dan berpatoakn pada Al-Quran 
dan hadis, sedangkan praktek cessie dalam pandangan KUHPer lebih dominan 
mengatur tentang peralihan piutang antara subjek dan badan hukum. Praktek cessie 
dalam pelaksanaannya haruslah disaksikan dan ditulis, baik dalam hukum Islam dan 
KUHPer. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Al-Quran dan hadits merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum 
muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia. Pemilihan kata dalam Al-
Quran diyakini sangat efisien dan efektif, bermakna dalam dan luas, serta tidak 
akan pernah diubah.1 Dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti, 
maka Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw sebagai penuntun memiliki daya 
jangkau dan daya atur yang universal. Maksudnya, meliputi segenap aspek 
kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan 
datang. 
Salah satu bukti bahwa Al-Quran dan Sunnah tersebut mempunyai daya 
jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu 
tepat untuk diimplikasikan di dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau 
dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat.2 Seperti firman Allah pada 
QS. Al-Baqarah/2 : 282. 
 
                            
                         
                          
                            
                                                             
 1Hendy Herijanto, Perdagangan (Jual Beli) Vs Riba : Implikasinya Terhadap 
Perekonomian dan Kemaslahatan Masyarakat, Quality, Jurnal Manajemen dan Akuntansi untuk 
Meningkatkan Kualitas SDM. Vol 11 No. 11, Juli 2013. 
2Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), h. 1. 
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                       
                      
                              
                           
                              
                              
              
 
Terjemahnya : 
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia 
sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 
dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka 
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 
utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 
(Tulislah mu’amalah itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai 
yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 
(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
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dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarimu; dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu”.3 
Pembiayaan Syariah atau Islam merupakan sub sistem dari ekonomi Islam 
yang bersumber dari Al-Quran dan hadis nabi Muhammad Saw. Al-quran 
merupakan wahyu dari Allah SWT. yang diperjelas melalui sunnah termasuk 
hadis nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, secara epistemologi, ekonomi dan 
pembiayaan Islam berasal dari kedua sumber utama tersebut.4 Al-Quran berisikan 
ketentuan dan petunjuk bagi manusia dalam hubungan vertical dengan Allah atau 
beribadah dan juga mengatur hubungan yang bersifat horizontal antar sesama 
manusia atau bermuamalah.5  
Pembiayaan dalam bank syariah setara dengan pemberian kredit oleh bank 
konvensional. Berbeda dengan pembiayaan Islam yang diberikan oleh bank 
Syariah, perkreditan dalam bank konvensional merupakan hasil pemikiran 
manusia yang berkembang sejak abad pertengahan. Perubahan yang menonjol 
pada masa itu adalah diperbolehkannya pengenaan bunga atau riba yang 
sebelumnya dibatasi oleh dua pendeta yang bernama John Calvin (1509-1546) dan 
Martin Luther (1483-1546). Pengenaan bunga menunjukkan atau merupakan 
manifestasi bahwa kegiatan pinjam meminjam itu merupakan kegiatan komersial, 
sehingga dapat diartikan bahwa bunga adalah harga atas pinjaman yang 
dilakukan.6 
 
                                                             
3Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan terjemahan) (Solo : PT. 
Tiga Serangkai, 2014), h. 48. 
4Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta : 
PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 3. 
 5Hendy Herijanto, Utang: Manfaat dan Mudharatnya. Jurnal Mnajemen dan 
Akuntasiuntuk Meningkatkan Kualitas SDM, Vol. II No. 11, Juli 2013 
6Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 5-6. 
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Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan 
kehidupan7. Kehidupan adalah suatu proses makhluk sosial yang saling 
membutuhkan hampir di semua aspek. Sekuat dan sepintar sekalipun suatu 
makhluk  hidup pasti membutuhkan bantuan makhluk lain. Hal ini tidak bisa 
terbantahkan karena makhluk hidup saling membutuhkan satu dengan lainnya di 
semua bidang pekerjaan. 
Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya Peran Nilai dan Moral dalam 
Perekonomian Islam mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi 
Illahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya untuk mencari ridha 
Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari’at-Nya. Kegiatan 
ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi diikatkan pada prinsip 
Illahiyah dan pada tujuan Illahi.8 
Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia 
dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun 
sosial. Tetapi dalam praktiknya kebahagiaan dimensi ini sangat sulit di raih karena 
keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan 
keinginannya secara komprehensif. Keterbatasan dalam menyeimbangkan antar 
aspek kehidupan maupun keterbatasan sumber daya yang bisa di gunakan untuk 
meraih kebahagiaan tersebut.9 
 Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum 
Mu’amalat menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk social disadari atau 
tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
                                                             
7Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, h. 2. 
 8Yusuf al-Qaradawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, ahli Bahasa. 
Didin Hafiduddin, Setiawan Budi Utomo, Aunurrafiq, Saleh Tahmid (Jakarta : Rabbani Press, 
1997), h. 25 
 9Amirudin, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 
2. 
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Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam 
hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah 
mu’amalat.10 
Manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain di mulai dari hal-
hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Bantuan yang bersifat ikhlas atau 
bantuan yang bersifat jasa, bantuan dalam ruang lingkup pekerjaan sampai 
bantuan dalam mengurus rumah tangga. Semua makhluk hidup niscaya 
membutuhkan bantuan. 
Dunia perdagangan yang lengkap dengan seluk beluk di dalamnya, 
memungkinkan untuk memperluas wawasan pergaulan dan menjelajahi dunia 
serta persaingan ketat memberikan dorongan untuk tidak menyerah.11 
Perdagangan merupakan jalan yang wajar dalam mencari nafkah untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan menghendaki keuletan dan kepandaian untuk memperoleh 
keuntungan bersih dari pokok pembelian. Oleh karena itu, ia memberlakukan 
kepintaran atau ilmu karena perdagaangan sama sekali tidak merampas hak milik 
orang lain, melainkan dilakukan secara timbal balik antara masing-masing 
pihak.12 Seorang penjual berhak mendapatkan keuntungan dari usahanya, 
sedangkan seorang pembeli berkewajiban untuk memberikan konpensasi bagi jasa 
yang telah ia terima dari penjual. Dalam keuntungan yang wajar, tidak saja 
dimaksudkan untuk kebutuhan konsumtifnya saja tetapi juga ia mampu 
mengembangkan usahanya (produktif).13 
                                                             
 10Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu’amalati (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 
11. 
 11Buchari Alma, Ajaran Islam dalam Bisnis (Bandung : CV.Alfabeta, 1993), h. 47. 
 12Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun tentaang Sosial dan Ekonomi, editor Rus’an (Jakarta : 
Bulan Bintang,1993), h. 108 
 13Syarifuddin Prawiranegara, Ekonomi dan Keuangan : Makna Ekonomi Islam (Jakarta : 
Haji Masagung, 1998), h. 113 
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Terlebih dengan semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi, 
kebutuhan hidup juga akan semakin bertambah. Di mulai dengan keinginan dan 
kebutuhan sehingga menyebabkan seseorang akan melakukan peminjaman 
(kreditur) kepada teman atau pihak lain (debitur) untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Peminjaman uang dalam jumlah sedikit ataupun banyak yang diikuti 
dengan kurun waktu yang telah disepakati. 
Perdagangan bersifat kontekstual karea dapat dilakukan di mana saja. 
Sejauh manusia hidup bermasyarakat, perdagangan terjadi di setiap waktu, dalam 
lingkungan yang kecil, seperti di pedesaan.14 Ketika sistem komunikasi secara 
online yang telah berkembang seperti saat ini, orang dapat berdagang pada malam 
hari tanpa harus bertatap muka seperti halnya pada pasar tradisional. Dalam 
lingkungan yang lebih lias, perdagangan telah berkembang sampai ke tingkat 
global antar negara di dunia. Secara gambling dapat pula dikatakan bahwa 
kegiatan perdagangan tidak akan pernah pupus dari kehidupan manusia. Kegiatan 
perdagangan atau perniagaan akan selalu eksis dari masa ke masa. Ketika seorang 
anggota masyarakat atau dalam suatu masyarakat terdapat suatu kebutuhan akan 
barang dan jasa, anggota masyarakat yang lain dapat memenuhinya, maka di situ 
dapat timbbul suatu bentuk perdagangan.15 
Semakin banyaknya bank atau debitur yang memberikan kemudahan-
kemudahan dalam proses peminjaman uang, sehingga menyebabkan semakin 
banyak kreditur yang melakukan peminjaman. Yang menjadi permasalahan adalah 
pada saat kreditur tidak mampu membayar atau melunasi sesuai dengan 
kesepakatan. Misalnya, seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari 
bank adalah seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini 
                                                             
 14Indah Hanaco, Belajar Dagang Dengan Orang Tionghoa (Jakarta : Agobos, 2011), h. 
22. 
15Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 13. 
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menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada 
nasabah debitor adalah kepercayaan.16 
Jika hal tersebut terjadi, biasanya pihak kreditur akan mengalihkan kepada 
pihak ketiga atau yang biasa di sebut dengan cessie. Cessie merupakan pengalihan 
hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang biasanya 
berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak 
tagihnya kepada orang lain. Di dalam pasal 613 ayat 1 KUHper disebutkan bahwa 
“penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak 
bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan 
yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan 
ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan 
kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat 
utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas 
perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu”.17 
Dalam padal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian 
diperlukan empat syarat yaitu:  
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
3) Suatu hal tertentu 
4) Kausa/sebab yang halal18 
Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam pasal 613 ayat 
(1) adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya. 
                                                             
16Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 
2011), h. 57. 
17Undang-Undang Hukum Perdata (Pustaka Mahardika) h. 159-160 
 18R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet 28 (Jakarta 
: Pradnya Paramita,1996), h. 339 
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Tetapi ketentuan di atas hanya di atur pada KUHper, sedangkan dalam hukum 
Islam istilah cessie tidak ada, akan tetapi ajaran Islam mempunyai ketentuan lain 
terhadap kaidah muamalah. Agama Islam mempunyai konsep tersendiri dalam 
kegiatan ekonominya, antara lain: 
1. Konsep akad 
Akad atau ikatan atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai 
komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Secara umum akad berarti 
sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul 
dari satu pihak (wakaf dan talak), maupun yang muncul dari dua pihak (jual beli 
dan sewa). Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan 
penawaran/pemindahan) dan qabul (penerimaan) dalam lingkup yang disyariatkan 
dan berpengaruh pada sesuatu.19 
2. Konsep pinjam-meminjam 
Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-
meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab ketiga belas buku ketiga 
KUHPer. Pasal 1754 KUHPer menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian 
dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 
tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 
yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan 
keadaan yang sama pula.20 
Pinjam-meminjam adalah suatu proses memberikan sesuatu kepada orang 
lain yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan tertentu yang dasar 
                                                             
19Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, h. 35 
 20Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 
2014), h. 9. 
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hukumnya disandarkan kepada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad 
saw.21 Seperti firman Allah pada QS. Al-Maidah/5 : 2. 
                                   
                                
                            
                                   
        
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, 
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 
sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 
aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”22 
3. Konsep jual beli 
Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara 
benda dengan benda lain dengan jalan saling mrelakan atau memindahkan hak 
milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.23 Secara 
                                                             
21Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, h. 137 
22Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan terjemahan), h. 106. 
 23Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 68. 
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linguistic, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata al-bai’ (jual) 
dan al-syira (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi 
mempunyai makna yang bertolak belakang.24 Secara etimologi jual beli adalah 
pertukaran sesuatu dengan sesuatu(yang lain). Kata lain dari jual beli adalah al-
ba’I, asy-syira’, al-mubadah dan at-tijarah. Menurut terminology para ulama 
mempunyai beberapa pendapat yang berbeda, antara lain: 
1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta 
dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta ini diartikan dengan 
harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk 
menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah shighat atau 
ungkapan ijab dan  qabul.25 
2) Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’, jual beli adalah “pertukaran 
harta dengan harta untuk kepemilikan”. 
3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni, jual beli adalah “pertukaran 
harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.  
Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses hutang-
piutang. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 
permasalahan yaitu “bagaimana Praktek Cessie dalam Pandangan KUHper dan 
Hukum Islam” 
                                                             
 24Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki, jilid 12 
(Bandung : al-Ma’arif, 1996). h. 44l 
 25Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamallah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2008) h. 69. 
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  Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan cessie?  
2. Bagaimana pandangan KUHper terhadap praktek cessie? 
3. Bagaimana Islam menanggapi tentang praktek cessie? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup 
1. Definisi Operasional Variabel 
  Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta 
memberikan persepsi yang sama antara penulis dengan pembaca dan memperjelas 
ruang lingkup penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan 
pengertian yang sesuai dengan variabel yang ada dalam skripsi ini, sehingga tidak 
menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. 
 Praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau 
perbuatan menerapkan suatu teori (keyakinan dan sebagainya) atau pelaksanaan 
pekerjaan. 
 Cessie adalah pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (intangible 
goods) kepada pihak ketiga. Kebendaan tak bertubuh di sini biasa berbentuk 
piutang atas nama. 
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) adalah suatu kitab 
undang-undang yang memuat peraturan-peraturan dalam hukum perdata. 
Sedangkan hukum perdata itu sendiri adalah hukum yang mengatur kepentingan 
dan hubungan perseorangan dengan perseorangan yang lain. Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHper) bukanlah merupakan buatan asli Indonesia, 
melainkan berasal dari BW (Burgelijke Wetboek), yakni dari negara Belanda. 
 Hukum Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh 
sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri 
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kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah 
kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
 Untuk mempermudah penulisan laporan penelitian ini dan agar lebih 
terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan 
masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 
ini, yaitu peneliti hanya akan membahas tentang praktek cessie dalam pandangan   
kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam. 
D. Kajian Pustaka 
 Secara garis besar, sumber teori yang akan peneliti gunakan antara lain 
sebagai berikut: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) 
2. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. 
3. Artikel-artikel yang terkait dengan materi cessie 
Beberapa artikel atau skripsi yang membahas tentang cessie, antara lain: 
1. Jurnal Hukum dan Masyarakat Volume 13 Nomor 3 Agustus 2004 
Tentang “CESSIE PIUTANG ATAS NAMA SEBAGAI LEMBAGA 
JAMINAN” oleh Rehabeam Mofu. 
Jurnal ini membahas tentang kapan lahirnya cessie piutang atas nama serta 
mempunyai kekuatan mengikat atau berlakunya bagi para pihak dan apa saja 
masalah-masalah yang timbul dari cessie piutang atas nama sebagai jaminan. 
Membahas tentang kapan lahirnya cessie adalah pada saat setelah 
pembuatan dan penandatanganan akta otentik atau akta di bawah tangan. 
Membahas mengenai masalah-masalah yang timbul dari cessie disebabkan karena 
tidak adanya pemberitahuan kepada debitur cessus atau debitur sudah diberitahu 
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tetapi tetap membantah sahnya cessie tersebut dan yang terakhir debitur 
melakukan wanprestasi. 
2. Jurnal Lex Privatum Volume 1 Nomor 5 (2013) Tentang “ASPEK 
HUKUM PENGALIHAN HAK TAGIHAN MELALUI CESSIE” 
oleh Muhamad Rizky Djangkarang 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimanakah jaminan hukum terhadap pengalihan hak dari kontrak atau piutang 
yang sering disebut cessie dan faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan 
cessie tidak disahkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif 
dapat disimpulkan bahwa: 
a. Jaminan hukum terhadap pengalihan hak dari kontrak atau piutang yang 
sering disebut cessie adalah sah secara hukum apabila penyerahan piutang-
piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan 
jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, di mana hak-hak 
kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan hak tersebut bagi 
si berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu 
diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakui. Penyerahan 
tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; 
penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan 
penyerahan surat disertai dengan endosemen. Bila suatu piutang beralih maka 
pihak kreditur juga berganti dari kreditur lama kepada kreditur baru sehingga 
bila dilihat dari segi bergantinya kreditur maka cessie juga termasuk dalam 
hukum kontrak. 
b. Pengalihan hak dari kontrak atau piutang dengan cara cessie diatur dan 
dibenarkan KUH Perdata, khususnya pada Pasal 613 KUH Perdata. Akan 
tetapi, terhadap hak yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum oleh 
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orang lain, tidak mungkin dapat dialihkan karena hal tersebut bertentangan 
dengan ketertiban umum. Cessie yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu 
cessie yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, cessie 
yang secara signifikan dapat mengubah kewajiban dari pihak debitur. 
E. Metodologi Penelitian 
1. Sumber Penelitian 
Sumber penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mencari materi-
materi yang terkait tentag praktek cessie, antara lain: 
a. Acuan umum : acuan umum terdapat dalam buku-buku, yaitu buku filsafat 
hukum   Islam, buku kaidah-kaidah fiqh dan buku penetapan hukum. 
b. Acuan khusus : acuan khusus berupa laporan hasil penelitian sebelumnya. 
2. Jenis Penelitian 
 Berdasarkan pendekatannya, jenis penelitian yang akan peneliti gunakan 
adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab 
permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks 
waktu dan situasi yang bersangkutan. Jadi penelitian kualitatif ini guna menjawab 
permasalahan mengenai praktek cessie. Sedangkan berdasarkan tempatnya, jenis 
penelitian yang peneliti gunakan adalah kepustakaan (library research). Penelitian 
kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan di perpustakaan. 
3. Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan judul yang peneliti angkat maka jenis pendekatan yang cocok 
adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang 
memandang masalah dari sudut legal formal dan normatifnya. Maksud legal 
formal adalah hubungannya dengan halal-haram atau boleh tidaknya. Sementara 
normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. 
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4. Sumber Data 
 Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 
wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang 
kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, 
hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan 
perundang-undangan.26 
5. Metode Penulisan Data 
Metode penulisan data yang penulis gunakan adalah metode penulisan  
kutipan langsung serta kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah yang 
sama persis seperti kutipan aslinya atau sumber yang kita ambil untuk mengutip. 
Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang telah kita ringkas 
intisarinya dari sumber kutipan aslinya. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu 
dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. 
6. Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan adalah: 
a. Reduksi Data 
  Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 
perhatian  untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data kasar 
yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk 
menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 
menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari 
lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana 
yang tepat untuk digunakan. 
                                                             
26Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 106 
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b. Penyajian Data 
  Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 
permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 
lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data 
tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan  mana data 
pendukung. 
c. Tehnik Analis Perbandingan 
  Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah di peroleh dari 
lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan 
data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan. 
d. Penarikan Kesimpulan  
  Langakah selanjutnya dalam menganalis data kualitatif menurut Miles dan 
Hubermen sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan 
verivikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 
dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang medukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
 Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna untuk 
memperoleh suatu tujuan, yaitu:  
a. Untuk mengetahui konsep dasar dari praktek cessie 
b. Untuk mengetahui pandangan KUHPer dan hukum Islam terhadap praktek 
cessie. 
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2. Kegunaan Penelitian 
 Sekiranya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat memberikan 
banyak manfaat, beberapa diantaranya yaitu: 
a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti sesuatu 
yang berkaitan dengan hutang-piutang 
b. Dapat digunakan oleh praktisi hukum untuk mempertimbangkan suatu 
perkara dan dapat digunakan oleh akademisi hukum sebagai bahan ajar 
khususnya Hukum Islam. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI 
A. Pengertian Perjanjian Jual Beli 
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam 
Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara 
benda dengan benda lain dengan jalan saling mrelakan atau memindahkan hak 
milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.1 Secara 
linguistic, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata al-bai’ (jual) 
dan al-syira (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi 
mempunyai makna yang bertolak belakang.2 Secara etimologi jual beli adalah 
pertukaran sesuatu dengan sesuatu(yang lain). Kata lain dari jual beli adalah al-
ba’I, asy-syira’, al-mubadah dan at-tijarah. Menurut terminology para ulama 
mempunyai beberapa pendapat yang berbeda, antara lain: 
1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah “pertukaran harta dengan 
harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta ini diartikan 
dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan 
manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah 
shighat atau ungkapan ijab dan  qabul.3 
2) Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’, jual beli adalah “pertukaran 
harta dengan harta untuk kepemilikan”. 
3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni, jual beli adalah 
“pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.  
                                                             
 1Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68. 
 2Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki, jilid 12 
(Bandung : al-Ma’arif, 1996), h. 44l 
 3Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamallah, h. 69. 
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 Menurut Abdul azhim bin Badawi dalam bukunya mengatakan bahwa kata 
buyu’ berarti jual beli. Sering dipakai dalam bentuk jama’ karena jual beli itu 
beraneka ragam bentuknya. Sedangkan bai’ secara istilah ialah pemindahan hak 
milik dari satu orang ke orang lain dengan imbalan harga. Adapun syira’ 
(pembelian) adalah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan 
harganya kepada si penjual). Dan seringkali masing-masing dari kedua kata 
tersebut (bai’ dan syira’) diartikan sebagai jual beli.4 
Dalam ekonomi konvensional, motif aktivitas ekonomi mengarah kepada 
pemenuhan keinginan (wants) individu manusia yang tak terbatas dengan 
menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Akibatnya, masalah utama 
ekonomi konvensional adalah kelangkaan (scarity) dan pilihan (choices). 
Dalam ekonomi Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada 
pemenuhan kebutuhan dasar (needs) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat 
dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Perjanjian jual beli 
didalam hukum islam sudah jelas bahwa hukumnya halal. Seperti firman Allah 
pada QS. Al-Baqarah/2 : 275. 
                      
                              
                         
                      
   
 
                                                             
 4Abdul Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, “al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz”, 
diterjemahkan Ma’ruf Abdul Jalil. Al-Wajiz (cet. III: Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2007), h. 649. 
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Terjemahnya: 
 Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti 
 berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 
 karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah 
 telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa 
 mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 
 telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 
 kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni 
 neraka, mereka kekal di dalamnya.5 
Dengan demikian, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala 
perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan 
memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia 
di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku 
dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut 
berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah 
mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya, 
masalah ekonomi dalam Islam adalah menjamin berputarnya harta di antara 
manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk 
mencapai falah di dunia dan akhirat (hereafter). Hal ini berarti bahwa aktivitas 
ekonomi dalam Islam adalah aktivitas kolektif, bukan individual.6 
Setiap subjek hukum yang melakukan perjanjian jual beli baik dalam 
pandangan hukum Islam ataupun hukum perdata pasti memerlukan bingkai 
hukum, dalam hukum Islam dikenal fiqh muamallah sedangkan dalam 
KUHperdata dikenal dengan istilah hukum kontrak atau hukum perjanjian. Secara 
bahasa jelas berbeda, tetapi secara makna jelas bahwa kedua pengertian diatas 
sama-sama mengatur hukum tentang perjanjian jual beli. 
                                                             
 5Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan terjemahan), h. 47. 
 6Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cetakan ke-4 h. 5-
7. 
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Tidak dapat dibantah, bahwa kontrak atau perjanjian akan selalu 
dipergunakan untuk membingkai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh setiap 
anggota masyarakat, dengan cara ini diperoleh adanya kepastian hukum dan 
keadilan. Setelah terpastikan apa kedudukan hukum yang diperoleh dari hasil 
pembingkaian yang dimaksud, maka penjabaran berikutnya ditetapkan apa saja 
yang menjadi kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kedudukan hukum yang 
telah disepakati.7 
Berkait dengan pasal 584 KUHPer yang mengatur tentang cara-cara 
memperoleh hak milik atas suatu benda, yaitu dengan pemilikan, perlekatan, 
daluwarsa, pewarisan dan penyerahan atas dasar peristiwa perdata yang dilakukan 
oleh orang yang berwenang. Cara yang terakhir yakni penyerahan atas peristiwa 
perdata yang dilakukan oleh orang yang berwenang, dimana peristiwa perdata 
yang paling banyak dipakai sebagai dasar penyerahan demi mendapatkan hak 
milik atas suatu benda, adalah perjanjian jual beli. Kebanyakan benda yang 
dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat adalah lewat penyerahan yang 
dilakukan oleh penjual kepada pembeli sebagai akibat adanya hubungan hukum 
berupa perjanjian jual beli. Cara memperoleh hak milik suatu benda yang relatif 
lebih mudah adalah dengan cara membeli dari penjual yang sedang menjajakan 
benda sebagai barang dagangannya. 
Sudah jelas proses diatas menjelaskan bahwa tujuan perjanjian jual beli 
yang dilakukan anggota masyarakat adalah untuk memindahkan hak milik benda 
dari tangan penjual kepada pihak pembeli dengan jalan saling mempertukarkan 
prestasinya masing-masing sesuai kesepakatan. Proses ini sejalan dengan apa 
yang diatur dalam pasal 1457 jo. 1458 BW dan seperti firman Allah pada QS. Al-
Baqarah/2 : 275. 
                                                             
 7Isnaeni Moch, Perjanjian Jual Beli (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 43. 
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                         
                                  
                               
                
  
Terjemahnya: 
 Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti 
 berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 
 karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah 
 telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa 
 mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 
 telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 
 kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni 
 neraka, mereka kekal di dalamnya.8 
2. Pengertian Perjanjian Jual Beli Menurut KUHper 
 Jual beli (menurut KUHPer) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam 
pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu 
barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga 
yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 
Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-
tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak 
miliknya kepada si pembeli, dengan demikian adalah sah menurut hukum. Jual 
beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasa 
dicobanya terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat 
tangguh (pasal 1463 KUHPer). Dengan demikian maka jual beli mengenai sebuah 
                                                             
 8 Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan terjemahan), h. 47. 
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lemari es meskipun barang dan harga sudah disetujui, baru jadi kalau barangnya 
sudah dicoba dan memuaskan.9 
 Hukum perjanjian dari KUHPer menganut satu asas bahwa untuk 
melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah 
dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus sebagaimana dimaksudkan 
di atas. Merujuk kepada pasal 1320 KUHPer yang memaparkan supaya terjadi 
persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3) Suatu pokok persoalan tertentu; 
4) Suatu sebab yang tidak terlarang; 
 Pasal 1338 KUHPer menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat 
sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yag ditentukan oleh 
undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
 Sedangkan pada pasal 1340 lebih memperjelas bahwa persetujuan hanya 
berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan 
pihak ketiga atau persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak 
ketiga. Tetapi dalam pasal 1317 menjelaskan bahwa dapat pula diadakan 
perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk 
diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam 
itu. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya 
kembali jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. 
                                                             
 9R. Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 2. 
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Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu 
persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut pasal 
1457 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu 
persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 
dijanjikan. 
Dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah dijelaskan 
bahwa perjanjian jual beli harus disetujui kedua belah pihak atau para pihak yang 
terkait, seperti di dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual 
beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang 
itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun 
barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. 
 Definisi perjanjian jual beli yang diungkapkan oleh pasal 1457 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, kalau dibandingkan dengan definisi yang 
diberikan atau dijabarkan dari aturan hukum di negara lain tidak jauh berbeda. “A 
contract for the sale  of goods is a contract by which the seller transfers or agrees 
to transfer the property (which in layman’s terms may be equated with ownership) 
in goods to the buyer for money consideration. Dibandingkan dengan definisi 
lainnya, “A sale is a contract under which title to goods passes from a seller to a 
buyer for a consideration called a price. Inti pokok definisi-definisi tersebut pada 
dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang tertera di dalam pasal 1457 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yang sama-sama mengedepankan unsur esensial 
berupa benda dan harga.10 
                                                             
 10Isnaeni Moch, Perjanjian Jual Beli, h. 26. 
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Definisi autentik yang diberikan oleh pembentuk KUHPer, secara 
konsisten menegaskan bahwa suatu perjanjian itu tak lain isinya adalah janji untuk 
mengikatkan diri, sehingga karena itu sesuai pasal 1233 KUHPer, dari perjanjian 
yang dimaksud akan segera timbul perikatan. Isi dari perjanjian itu adalah 
perikatan yang memanggulkan kewajiban di pundak masing-masing kontraktan. 
Kewajiban yang sudah diikrarkan sebagai janji itulah, berakibat para pihak 
menjadi terikat. 
 Dalam suatu perjanjian dapat berisi berbagai macam jenis-jenis ikatan 
yang disepakati oleh para pihak dan kesepakatan itu harus dipenuhi atau dibayar. 
Perjanjian ini memiliki kekuatan setara undang-undang, oleh karena itu perikatan 
yang lahir dapat diterima dalam konstelasi hukum, sepanjang perjanjian sebagai 
sumbernya adalah benar atau sah seperti persyaratan yang diminta oleh pasal 1320 
KUHPer.11 
Ikatan bersumber dari janji yang sudah disepakati atas dasar para pihak 
yang telah menyetujuinya tanpa paksaan. Perikatan tersebut tidak boleh diputus 
secara sepihak oleh salah satu pihak. Para pihak dalam perikatan mempunyai 
kedudukan yang sama di mata hukum, tidak ada satu pihak yang lebih diutamakan 
di mata hukum. Setiap perjanjian yang bermula dengan kesepakatan bersama 
tidak boleh diputus secara sepihak, sebab pemutusan secara sepihak bertentangan 
dengan hakikat dan makna sepakat yang kelahirannya dibina secara bersama. 
Apabila perjanjian yang sudah terbangun hendak diputus, maka para pihak wajib 
mencapai kata kesepakatan sebagaimana awal pembentukannya. Inilah hakikat 
dan makna sepakat yang bersumber dari kehendak para pihak yang kemudian 
dinyatakan agar pihak lain paham untuk kemudian mengakseptasinya. Pemutusan 
                                                             
 11Isnaeni Moch, Perjanjian Jual Beli,  h. 27. 
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kontrak secara sepihak sangat jelas akan menodai akseptasi yang sudah dibangun 
berdasarkan pertimbangan para pihak.12 
Kesepakatan yang dibangun para pihak yang berkontrak dalam transaksi 
perjanjian jual beli pada pokoknya berintikan pada suatu benda tertentu dengan 
sejumlah harga yang pasti. Suatu hubungan hukum mana kala dari situ ada benda 
dan ada harga, maka itulah yang disebut perjanjian jual beli. Tanpa ada unsur 
keduanya, yaitu benda dan harga maka hubungan hukum yang bersangkutan 
bukanlah perjanjian jual beli. Pertanda ini menunjukkan bahwa unsur esensialia 
perjanjian jual beli adalah benda dan harga. Unsur esensialia adalah unsur yang 
secara mutlak harus ada dalam hubungan hukum yang bersangkutan, tanpa unsur 
ini jelas akan kehilangan karakter pokok yang membawa akibat kehilangan jati 
dirinya. Selain unsur esensialia, dalam perjanjian jual beli juga memiliki unsur 
naturalia dan unsur aksidentalia sebagai kelengkapannya. 
Definisi yang ditetapkan dalam pasal 1457 KUHPer yang intinya bertitik 
tolak dari unsur esensialia perjanjian jual beli didasarkan pada suatu pemikiran 
bahwa unsur benda berkaitan dengan levering atau penyerahan, sedangkan unsur 
harga berkaitan dengan pembayaran. Baik penyerahan ataupun pembayaran, 
keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus 
dipenuhi supaya hak masing-masing para pihak terealisasi sebagai wujud konkrit 
keuntungan yang dikejar. Apabila ada salah satu para pihak yang tidak 
melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian di pihak lainnya, maka 
pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat melalui prosedur hukum dengan 
cara mengajukan ke pengadilan sesuai prosedur. 
Berlandaskan pada definisi yang termaktub dalam pasal 1457 KUHPer 
terbesit sifat timbal balik dari perjanjian jual beli dan ini berarti sejajar dengan 
                                                             
 12Isnaeni Moch, Perjanjian Jual Beli, h. 27. 
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garis pengertian yang tertera pada pasal 1314 KUHPer, di mana dalam hubungan 
hukum yang bersangkutan, kedua belah pihak menyandang kewajiban. Batasan 
yang dipetakan oleh pasal 1457 KUHPer jelas memaparkan bahwa di satu sisi ada 
pihak yang berjanji untuk menyerahkan benda yang dijualnya, sedang pihak lain 
berikrar akan membayar sejumlah harga yang disepakati sebagai imbalannya 
untuk benda yang dibelinya. Berarti dalam peristiwa tersebut ada aktor yang 
berperan selaku penjual dan ada pihak yang berlaku sebagai pembeli. Lantaran 
dalam hubungan hukum ini ada dua atau lebih paraga yang saling berhadapan 
sambil menyandang kewajibannya masing-masing, ilustrasi ini menggambarkan 
telah terjadinya suatu perjanjian yang sifatnya timbal balik.13 
Perjanjian jual beli sebagai jenis perjanjian timbal balik dapat pula 
ditelisik dari istilah yang dipergunakan secara harfiah tercermin adanya kegiatan 
menjual yang dilakukan sesuatu pihak, lalu disambut dengan adanya kegiatan 
membeli oleh pihak lain dengan masing-masing jenis kewajiban berbeda namun 
ada keterpaduan. Aktor penjual bertemu dengan pembeli dalam rangkuman ikatan 
benda dan harga yang terpilih atas dasar sepakat. Kesimpulan selanjutnya terbukti 
bahwa perjanjian jual beli sebagai perjanjian timbal balik, hal ini dikarenakan 
perjanjian tersebut dipakai sebagai bingkai hukum oleh para pihak dalam transaksi 
perolehan hak milik suatu benda dengan imbalan sejumlah harga. 
Menyorot kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dan dikaitkan 
dengan pasal 1234 KUHPer, maka wujud prestasi mereka adalah untuk 
memberikan sesutau yang saling dipertukarkan. Peristiwa ini membersitkan juga 
adanya pertukaran hak milik masing-masing benda, yang satu berupa benda entah 
merupakan benda bergerak atau benda tidak bergerak, sedangkan pihak lain harus 
menyerahkan uang yang tergolong sebagai benda habis pakai sebagai miliknya. 
                                                             
 13Isnaeni Moch, Perjanjian Jual Beli, h.28. 
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Sesungguhnya ada kemiripan antara perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar 
menukar dan ini terbuktikan antara lain dengan dihadirkannya pasal 1546 
KUHPer yang intinya menyatakan bahwa untuk selanjutnya aturan-aturan 
perjanjian jual beli berlaku juga untuk perjanjian tukar menukar. Maknanya secara 
analogi aturan tentang perjanjian jual beli dapat diterapkan pula untuk perjanjian 
tukar menukar. 
Dari sketsa diatas dapat dipahami bahwa kedua jenis perjanjian tersebut 
mempunyai kemirirpan. Perbedaannya pada beberapa dekade lalu, perjanjian 
tukar menukar atau barter banyak dilakukan oleh anggota masyarakat. Saat alat 
tukar resmi yaitu uang belum dikenal pada saat zaman itu. Sebaliknya pada saat 
zaman sekarang perjanjian tukar menukar sudah surut dan perjanjian jual beli 
berkibar tidak terelakkan. Oleh karena itu perjanjian jual beli menjadi primadona 
dalam struktur masyarakat dimanapun ketimbang perjanjian tukar menukar. 
Kemudian didalam BW, perjanjian jual beli diatur terlebih dahulu baru menyusul 
perjanjian tukar menukar, itupun diatur dengan jumlah pasal relatif sedikit yang 
kemudian kelengkapannya dilakukan lewat metode analogi sebagaimana 
dituturkan dalam pasal 1456 KUHPer.14 
Definisi pada pasal 1457 KUHPer menyinggung tentang sepakatnya para 
pihak terhadap benda tertentu dengan sejumlah harga yang sudah dipastikan, 
menyunggingkan corak bahwa perjanjian jual beli itu tergolong sebagai perjanjian 
konsensuil. Bahwa dengan sepakat tentang benda dan harga selaku unsur 
esensialinya, maka terbentuklah perjanjian di antara para pihak yang kemudian 
bermuara pada lahirnya perikatan sebagaimana dijelaskan oleh pasal 1233 
KUHPer. Melalui definisi itu, kalimat yang menyatakan “salah satu pihak 
mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri 
                                                             
 14Isnaeni Moch, Perjanjian Jual Beli, h. 29. 
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untuk membayar sejumlah harga”, tercermin telah terbentuknya sebuah perikatan 
yang pada akhirnya mengungkapkan bahwa di pundak masing-masing dipikuli 
kewajiban, ini menandakan bahwa perjanjian jual beli benar-benar tergolong 
sebagai perjanjian obligatoir yang memang pada dasarnya mengedepankan 
obligation/obligation. 
Selanjutnya lewat definisi itu juga menyuguhkan asas kebebasan 
berkontrak, karena para pihak dengan bebas dapat menyepakati benda apa yang 
dijadikan obyek transaksi mereka dan secara bebas pula para pihak menyepakati 
jumlah harga yang ditetapkan. Demikian pula prinsip itikad baik tergelar kendati 
secara terselubung, yakni penjual tentu saja akan menawarkan sebuah benda yang 
patut di lempar ke pasar dengan penentuan tarif yang layak. Tidak terkecuali 
pihak pembeli, di samping memiliki keleluasaan untuk melakukan kontra 
penawaran yang tentunya dilakukan secara patut, ini mengungkapkan bahwasanya 
para pihak saling mengjormati satu sama lain, berarti asas kesederajadan dalam 
hubungan hukum tersebut juga digunakan. 
Menyimak definisi perjanjian jual beli yang dberikan oleh pembentuk 
undang-undang, susunan kata yang dirangkum sudah lumayan tepat untuk 
menggambarkan karakter hubungan hukum yang khas, di mana segala apa yang 
ditegaskan dalam definisi itu mendekati sempurna, dalam arti dapat diterima oleh 
sebagian besar kalangan tanpa banyak diterpa cela ataupun terjangan kritik. 
Memberikan definisi seperti yang tercantum dalam pasal 1457 BW yang 
kemudian tanpa diikuti debat panjang untuk mengupas sebagai bantahan ketidak 
lengkapannya tidaklah mudah. Ini pertanda secara relative definisi tersebut dapat 
diterima oleh banyak kalangan. Ini merupakan sebuah upaya yang layak 
diteladani, mengingat membuat definisi yang dapat diterima banyak kalangan 
tanpa ada kritik tidaklah mudah. Jusru batasan ada dalam pasal 1457 BW, 
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kemudian dapat dilakukan penjabaran lanjut secara sistematis guna memahami 
eksistensi perjanjian jual beli lebih komprehensip. 
B. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli 
1. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam 
 Perjanjian jual beli dalam ruang lingkup agama Islam di atur di dalam Al-
Quran dan Hadis Nabi Muhammad s.a.w. dan semakin berkembangnya zaman 
sehingga membuat proses dan tata cara perjanjian jual beli semakin berkembang. 
Tetapi apabila kembali kepada definisi perjanjian jual beli menurut Taqi al-Din 
ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta 
yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diiznkan 
oleh syara’.15 Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan 
harta  atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat 
dibenarkan.16 Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli 
merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama 
suka, sehingga menurut pengertian syara’, jual beli adalah tukar menukar barang 
atau harta secara suka sama suka.17 
 Definisi jual beli di atas sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus 
didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana 
Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4 : 29. 
                         
                           
                                                             
 15Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah 
al-Ikhtishar (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), h. 326. 
 16Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A Marzuki jilid III (Beirut 
: Dar al-Fikr, 2003), h. 149. 
 17Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, al-Banayah fi Syarh al-Hidayah, Juz VII (Beirut : 
Dar al-Fikr 1990), h. 3. 
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Terjemahnya: 
 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
 sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
 perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 
 janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
 kepadamu”.18 
 Dan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2 : 275. 
                         
                                  
                             
                
Terjemahnya: 
 Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti 
 berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 
 karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah 
 telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa 
 mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 
 telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 
 kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni 
 neraka, mereka kekal di dalamnya.19 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa perjanjian jual beli hukumnya halal 
selama perjanjian jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur riba 
didalamnya.  Riba adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam perjanjian 
jual beli.20 Larangan riba sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran telah 
didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat 
ditoleransi. Larangan tersebut tercermin dalam perilaku sosial ekonomi 
                                                             
 18Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan terjemahan), h. 83. 
 19Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan terjemahan), h. 47. 
 20Syabirin Harahap, Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam (Bandung : Pustaka 
Setia, 2001), h. 46. 
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masyarakat Mekkah pada saat itu, yang secara luas dapat menimbulkan dampak 
kerugian pada komunitasnya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ar-Rum/30 : 
39. 
                                    
                
Terjemahnya: 
 “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 
 bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang 
 kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh 
 keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan 
 (pahalanya)”.21 
2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Menurut KUHper 
 Perjanjian jual beli tergolong sebagai perjanjian konsesnsuil, artinya 
dengan adanya sepakat maka perjanjian tersebut lahir. Pada pasal 1458 KUHper 
yang intinya mengutarakan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak 
sepakat mengenai benda dan harganya, meskipun bendanya belum diserahkan, 
maupun harganya belum dibayar.22 
 Pasal 1313 KUHper dan sumber perikatan ada dalam pasal 1233 KUHper. 
Perjanjian adalah peristiwa hukum dan perikatan adalah hubungan hukum. Dalam 
perikatan ada pihak kreditur yaitu yang berhak atas prestasi dan pihak debitur 
yang berkewajiban untuk berprestasi. Pada pihak debitur terdapat schuld yaitu 
hutang atau kewajiban berprestasi tergantung dari perikatannya dan ada haftung 
jaminan untuk pelunasan hutang yaitu jaminan yang ditentukan dalam pasal 1131 
KUHper. 
                                                             
 21Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan terjemahan), h. 408. 
 22Isnaeni Moch, Perjanjian Jual Beli, h. 31. 
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 Pasal 1313 KUHper menyebutkan “perjanjian adalah suatu perbuatan, 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 
atau lebih”. Mengenai isi pasal 1313 KUHper tersebut R Subekti menyebutkan 
“suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau 
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”23 
 Pasal 1233 menjelaskan bahwa “perikatan lahir karena suatu persetujuan 
atau karena undang-undang. Dalam bidang hukum perdata, hukum perikatan 
merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-
hubungan hukum di bidang harta kekayaan. Hukum perikatan diatur dalam Buku 
III BW(buku III KUHper) yang secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu 
pertama perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang 
lahir dari undang-undang dan kedua perikatan yang lahir perjanjian-perjanjian 
tertentu. 
 Ketentuan tentang perikatan pada umumnya berlaku juga terhadap 
perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu, seperti jual beli, sewa-menyewa, 
pinjam-meminjam dan sebagainya. Bahkan ketentuan tentang perikatan pada 
umumnya ini berlaku pula sebagai ketentuan dasar atas semua perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak, yang jenis perjanjiannya tidak diatur dalam KUHper 
sehingga perjanjian apa pun yang dibuat acuannya adalah pada ketentuan umum 
tentang perikatan, sebagaimana diatur dalam pasal 1233 sampai pasal 1456 
KUHper.24 
                                                             
 23Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Jakarta : 
Rajawali Pers, 2008), h.206. 
 24Ahmadi Miru, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW 
(Jakarta : Sakka Pati Rajawali Pers, 2008), h. 172. 
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 Pasal 1131 ”segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, 
baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-
perikatan perorangan debitur itu. 
C. Tata Cara Perjanjian Jual Beli 
Baik ekonomi Islam ataupun ekonomi konvensional mempunyai sistem 
yang sistematis. Sistem yang besar ini mempunyai pembagian yang lebih 
mendetail demi mempermudah dalam mengelola dan menerapkan hukumnya, 
antara lain sebagai berikut: 
1) Konsep Akad 
a) Pengertian Akad 
 Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan 
atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen. Adapun makna akad secara 
syar’I yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh 
syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung, artinya bahwa akad termasuk 
dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara 
dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua 
keinginan itu dinamakan ijab dan qabul. 
 Jika ijab dan qabul sudah terjadi dan terpenuhi semua syarat yang ada, 
maka syara’ akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat 
hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua 
belah pihak membuat akad. Pengaruhnya berupa keluarnya barang yang 
diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru, jika jual beli maka barang 
yang dijual akan berpindah ketangan pembeli dan nilai harga dari tangan pembeli 
ketangan penjual.25 
                                                             
 25Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014), 
h. 17 
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 Menurut istilah Fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi 
tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti 
wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, 
sewa, wakalah dan gadai. 
 Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan 
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.26 
b) Rukun dan Syarat Akad 
 Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 
1) Pelaku akad 
Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk 
dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas Syariah yang diberikan pada 
seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang 
lain (wilayah). 
2) Objek Akad 
Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang 
disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad dan harus 
sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad 
3) Ijab dan Qabul 
Ijab qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul dan 
bersambung antara ijab dan qabul, sesuai dengan penjelasan di atas. 
Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 
1) Syarat berlakunya akad (In’iqod) 
Syarat In’iqod ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu 
ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, 
                                                             
 26Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, h. 35. 
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objek akad dan Shighah akad, akad bukan pada sesuatu yang 
diharamkan dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Syarat khusus 
merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti 
syarat minimal dua saksi pada akad nikah. 
2) Syarat sahnya akad (Shihah) 
Yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh, 
seperti dalam akad perdagangan harus harus bersih dari cacat. 
3) Syarat terealisasikannya akad (Nafadz) 
Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku 
dan berhak menggunakannya) dan wilayah. 
4) Syarat Lazim 
Syarat lazimya itu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada 
cacat.27 
c) Macam-macam akad 
 Ditinjau dari segi hukum Islam, akad pinjam-meminjam (‘ariyah) dapat 
dibedakan menjadi dua macam : 
1) Muqayyadah 
Yaitu bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat terikat dengan 
batasan tertentu. Contohnya peminjam barang yang dibatasi pada 
tempat dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian jika pemilik 
barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan 
lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. Muqayyadah biasanya 
berlaku pada obyek yang berharta, sehingga untuk mengadakan 
pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu. Pembatasan 
bisa tidak berlaku apabila menyebabkan musta’ir tentang lamanya 
                                                             
 27 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, h. 35-37. 
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waktu meminjam, berat atau nilai barang, tempat dan jenis barang 
maka pendapat yang harus dimenangkan adalah pendapat mu’ir karena 
dialah pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman 
tersebut sesuai dengan keinginannya. 
2) Mutlaqah 
Yaitu bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. 
Melalui akad peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang 
pinjaman, meskipun tanpa ada Batasan tertentu dari pemiliknya. 
Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik 
barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait obyek 
yang akan dipinjamkan. Contohnya seorang meminjamkan kendaraan, 
namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan 
penggunaan kendaraan tersebut, misalnya waktu dan tempat 
mengendarainya. Namun harus disesuaikan dengan kebiasaan yang 
berlak di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut 
siang malam tanpa henti, jika penggunaannya tidak sesuai dengan 
kebiasaan dan barang pinjaman rusak maka mu’ir harus bertanggung 
jawab. 
d) Konsekuensi akad 
 Meskipun akad pinjam-meminjam dilakukan demi mencapai 
kebaikan umat yaitu untuk saling membantu,tetapi tidak bisa dipungkiri 
akad ini juga mempunyai konsekuensi hukum. Akad dianjurkan dalam 
agama Islam karena bias membantu sesame umat. Seperti firman Allah 
pada QS. Al-Hadid/57 : 18. 
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                       
      
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun 
perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang 
baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan 
mendapat pahala yang mulia”.28 
 Seperti firman Allah di atas, laki-laki maupun perempuan yang 
memberikan pinjaman akan dilipatgandakan bagi mereka, tetapi semua tindakan 
atau hukum pasti mempunyai konsekuensi, diantaranya beberapa konsekuensi 
akad sebagai berikut: 
1) Status Akad 
 Status hukum akad ‘ariyah yaitu jaiz dari kedua belah pihak. 
Artinya akad bersifat tidak mengikat, sehingga baik mu’ir atau 
musta’ir memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja secara 
sepihak. Sebab akad merupakan bentuk perizinan fasilitas secara gratis 
dari pihak mu’ir dan pemanfaatan fasilitas dari pihak musta’ir 
sehingga tidak masalah apabila akad dibangun atas prinsip yang 
mengikat. 
2) Hak Penggunaan Musta’ir 
 Batasan hak atau kewenangan musta’ir dalam penggunaan manfaat 
barang pinjaman, disesuaikan dengan perizinan dari pihak mu’ir, sebab 
mu’ir adalah pemilik manfaat yang memiliki otoritas membatasi 
penggunaan miliknya. Sedangkan jika perizinan bersifat umum, maka 
Batasan penggunaan musta’ir dikembalikan pada kebiasaan umum. 
 
                                                             
 28 Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan terjemahan), h. 539. 
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3) Hak Memanfaatkan Barang Pinjaman (Musta’ar) 
 Jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa musta’ar dapat 
mengambil manfaat barang sesuai dengan izin mu’ir. Adapun ulama 
Hanafiah berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh musta’ar 
bergantung pada jenis pinjaman, apakah mu’ir meminjamkannya 
secara terikat (muqayyad) atau mutlak. 
4) Berakhirnya Akad 
Akad berakhir disebabkan beberapa hal, antara lain : 
a) Salah satu pihak menjadi tidak lagi cakap hukum melakukan 
akad. 
b) Diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak 
tasharruf. 
c) Adanya penipuan terhadap keadaan barang. 
d) Barang dikendalikan oleh yang meminjam (tergantung akad). 
5) Biaya Perawatan dan Pengembalian 
Apabila barang pinjaman membutuhkan biaya perawatan atas nafkah 
seperti rumah, motor, mobil dan sebagainya, maka tanggung jawab 
biaya dibebankan kepada pemilik barang pinjaman, baik mu’ir sendiri 
atau pemilik barang yang menyewakan kepada mu’ir. Biaya tersebut 
secara hukum menjadi tanggung jawab pemilik barang dan tidak boleh 
dibebankan kepada musta’ir, sebab akad pinjam-meminjam adalah 
akad yang bersifat non-komersial (tabarru) 
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BAB III 
ANALISIS ISTILAH CESSIE MENURUT KUHPer 
A. Pengertian Cessie 
Cessie adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang orang atau 
kreditur yang memegang hak tanggungan kepada pihak lain, yaitu penyerahan 
piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuatkan akta otentik atau akta di 
bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu 
kepada debitur dari piutang tersebut.1 Istilah cessie tidak ada di dalam KUHper, tetapi 
di dalam pasal 613 ayat 1 KUHper disebutkan bahwa “penyerahan piutang-piutang 
atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan 
membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas 
barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang 
berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara 
tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan 
memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan 
memberikannya bersama endosemen surat itu”.2  
Mengenai saat lahirya cessie adalah pada saat setelah pembuatan akta dan 
penandatangan akta otentik atau akta dibawah tangan dan mempunyai kekuatan 
mengikat bagi para pihak terutama debitur cessus adalah setelah ada pemberitahuan 
(betekening) secara resmi kepada debitur. Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Soedewi 
Masjchoen yang menyatakan bahwa “cessie itu mulai ada pada saat selesai dibuatnya 
                                                          
  1Sriwaty Sakkirang, Hukum Perdata (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 96.  
 2Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pustaka Mahardika) h. 159-160 
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akta cessie.3 Akta cessie yang dimaksud adalah akta otentik atau akta dibawah 
tangan, seperti disebutkan dalam pasal 613 ayat (1) KUHper yang menjelaskan 
bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh 
lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah 
tangan, dengan mana hak-hak ataas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. 
Berdasarkan pasal 613 ayat (2) KUHperdata yang menyatakan bahwa 
“penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah 
penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. 
Cessie tersebut mengikat debitur bila disetujui atau diakuinya atau dilakukan 
pemberitahuan melalui jurusita pengadilan. 
 Mengenai piutang-piutang atas nama yang dapat dialihkan kepada kreditur 
baru misalnya, hak dari penjual untuk meminta harga penjualan barangnya, hak dari 
orang yang menghutangkan untuk meminta kembali piutangnya, hak dari orang yang 
terkena perbuatan melawan hukum untuk meminta pengganti kerugian. Pengalihan 
piutang atas nama (cessie) tersebut dalam perkembangannya pada praktek perbankan 
di Indonesia juga dipakai sebagai jaminan (tambahan jaminan) utang.4 
 Dalam penggunaan cessie sebagai jaminan kredit, kreditur menekankan 
kepada pemberitahuan terhadap debitur, dengan menggantungkan kepada waktunya 
kapan kreditur melakukan pemberitahuan tentang pengalihan utang tersebut. Selama 
                                                          
 3Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan 
dan Jaminan Perorangan (Yogyakarta : Shalahudin Press,1980), h. 67 
 4 Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan, h. 97. 
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cessie belum diberitahukan kepada debitur, maka dianggap belum terjadi pengalihan 
piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru.5 
 Cessie pada prinsipnya adalah jual beli piutang. Karena cessie merupakan jual 
beli, maka pembeli piutang wajib membayar harganya kepada penjual. Contohnya 
jika bank sebagai pembeli piutang sudah membayar harganya, bank tidak mungkin 
dapat mempermainkan pemberitahuan tersebut. Cessie yang dapat dipermainkan 
apabila dalam transaksinya tidak terdapat pembayaran, transaksi yang demikian 
sebagai jual beli piutang secara pura-pura.6 
 Seperti penjelasan diatas bahwa dengan dibuatnya akta cessie, maka hak tagih 
sudah beralih dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris). 
Kemudian harus ada pemberitahuan kepada debitur (cessus) agar ia mengetahui 
kepada siapa dia harus membayar hutangnya. Hartono Soerjopratignjo 
mengemukakan bahwa “pemberitahuan itu harus secara resmi (betekening). Yang 
dimaksud adalah pemberitahuan sesuatu kepada orang lain dengan  perantaraan 
jurusita oleh yang membuat suatu akta mengenai itu”.7 
 Pemberitahuan ini harus dilakukan kepada cessus, karena tanpa adanya 
pemberitahuan, maka pada saat jatuh tempo debitur dapat membayar dengan sah 
kepada kreditur lama (cedent). Pemberitahuan kepada debitur ini penting agar ia 
mengetahui dan mau menerima kemungkinan akibat hukum yang timbul. Apabila 
tidak ada pemberitahuan kepada debitur, sudah jelas bahwa dia akan melakukan 
                                                          
 5Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis 
(Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 266. 
 6 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, h. 
267. 
 7Hartono Soerjopratignjo, Hutang Pihutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran dan Jaminan 
Hipotik (Yogyakarta :  1984), h. 63 
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pembayaran kepada kreditur yang lama, selama pelaksanaan pembayaran itu 
dilakukan berdasarkan itikad baik berdasarkan pasal 1386 KUHPer. Dengan 
demikian debitur tidak dapat dituntut, karena bukan salahnya sehingga dalam hal ini 
bebas. Jika hal tersebut terjadi maka kreditur baru dapat menuntut atau menggugat 
kreditur lama untuk melakukan pembayaran kepadanya.8 
 Surjandaru mengemukakan bahwa “dalam hal cessie diterima cessus adalah 
apabila ia juga dapat menyangkal sahnya cessie tersebut dan cessionaris wajib 
membuktikannya”.9 Berkaitan dengan hal tersebut Ko Tjai Sing berpendapat bahwa 
“dalam dua hal ini cessus harus menyelidiki sah atau tidaknya cessie”. Karena apabila 
ada keraguan lebih baik menunggu keputusan dari hakim. Pembayaran kepada 
cessionaris dalam kasus di atas dapat merugikan cessus.10 
 Sedangkan menurut Purwahid Patrik bahwa “apabila cessus tidak mau 
menerima atau mengakui sahnya cessie, maka cedent atau cessionaris dapat meminta 
jurusita untuk memberitahukan kepada cessus tentang telah adanya cessie. Setelah 
adanya betekening, maka pembayaran hutang oleh cessus terhadap cedent tidak akan 
membebaskan debitur terhadap cessionaris”.11 
 Setelah adanya pemberitahuan kepada debitur cessus melalui jurusita 
pengadilan, maka cessie tersebut sudah dianggap sah di mata hukum, maka debitur 
cessus menjadi wajib membayar hutangnya kepada cessionaris sebagai kreditur baru. 
Apabila dikemudian hari debitur cessus membantah adanya cessie dan tetap 
                                                          
 8Kartono, Hak-Hak Jaminan Kredit (Jakarta : Pradnya Paramita, 1977), h. 41. 
 9Surjandaru, Hukum Benda (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979), h. 
42. 
 10Ko Tjai Sing, Rahasia Pekerjaan  Dokter dan Advokat (Jakarta : Gramedia, 1978), h. 193. 
 11Purwahid Patrik, Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Benda) (Jakarta : Setiawan, 1987), h. 
92 
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melakukan pembayaran kepada cedent, maka debitur cessus sudah melakukan suatu 
perbuatan melawan hukum dan karena hal tersebut debitur cessus dapat di tuntut 
berdasarkan pasal 1365 KUHPer. Kemudian cedent dapat dituntut secara pidana 
apabila setelah menerima pembayaran dari debitur cessus, cedent tidak 
meneruskannya kepada cessionaris dalam hal ini sebagai pihak yang sudah berhak 
karena akibat hukum dari cessie. Jika hal ini terjadi cedent dapat dituduh melakukan 
tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP atau dituduh 
melakukan tindak pidana perbuatan curang berdasarkan pasal 378 KUHP. 
 Dalam praktek cessie sebagai jaminan kredit, bank mengadakan perjanjian 
kepada debitur, antara lain: 
1) Jika pemindahan itu belum diberitahukan dengan sah kepada yang 
berutang, atau sebelum diterima atau diakui oleh mereka, maka bank 
menerima segala pembayaran piutang yang dipindah namakan itu. 
2) Uang yang diterima oleh bank dari piutang yang telah dipindah namakan 
itu dimasukkan ke dalam rekening kreditur yang mengambil kredit, jika 
perlu setelah dikurangi dengan hak. 
3) Jika sekiranya yang mengambil kredit kepada bank sudah dapat ditagih 
maka bank berhak membayarnya dengan uang dari piutang yang 
diterimanya. 
 Secara umum piutang-piutang perbankan atau lembaga-lembaga keuangan 
nonbank dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Ada dua hal yang terkait dengan 
penjualan piutang, yaitu sebagai berikut : 
1) Penjualan putus (assets sales without recourse) 
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 Dalam penjualan piutang jenis ini, penjual piutang tidak lagi memiliki 
kewajiban untuk membeli kembali piutang yang tidak tertagih oleh pembeli. 
Pada umumnya transaksi ini dilakukan dalam anjak piutang murni. Melalui 
proses penjualan (yang dilakukan secara on-balance sheet ini), resiko yang 
dihadapi oleh penjual atas piutang yang dijual tersebut dialihkan kepada 
pembeli. Penjualan pada umumnya dilakukan dengan diskonto. Diskonto ini 
menggambarkan dua hal, yaitu harga pengembalian oleh debitur piutang di 
masa akan datang (nilai masa depan yang dihitung pada saat piutang dijual) 
dan nilai persentase piutang yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi oleh 
debitur piutang tersebut (jika piutang yang dijual bersumber dari berbagai 
debitur). 
2) Penjualan tidak putus (assets sales with recourse) 
 Penjualan tidak putus adalah penjualan asset dengan janji atau 
kewajiban untuk membeli kembali dalam jangka waktu tertentu. Pada 
umumnya penjualan tidak putus ini dilakukan untuk melakukan pembiayaan 
sementara karena pada prinsipnya piutang yang dijual tersebut tidak benar-
benar dimaksudkan untuk dijual (dalam pengertian yang sebenarnya yaitu 
pengalihan hak milik atas piutang tersebut), melainkan hanya sebagai jaminan 
dalam rangka memperoleh pinjaman sementara (biasa juga dalam bentuk 
bridging finance).12 
 
 
                                                          
 12Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal : 
Asset Securitization (Pelaksanaan SMF Indonesia), Vol 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 
h. 38-39. 
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B. Prosedur Pelaksanaan Cessie Menurut KUHPer 
 Dalam pelaksanaan cessie atau pengalihan piutang harus sesuai dengan 
KUHPer atau khususnya pasal 613 ayat (1) KUHPer. Pelaksanaan atau praktek cessie 
juga boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam 
hal ini tidak merugikan dan mengambil hak-hak orang lain. Agar hal-hal yang 
merugikan orang lain tidak terjadi seperti pembahasan di atas, maka sebelum cessie di 
anggap sah atau berlaku dikiranya perlu adanya pemberitahuan kepada setiap pihak 
yaitu debitur cessus, kreditur lama cedent¸dan kreditur baru cessionaris. Setelah 
ataupun sebelum adanya pemberitahuan kepada debitur cessus diperlukan pembuatan 
akta cessie atau akta di bawah tangan sebagai berikut: 
  Contoh akta cessie: 
 Pada hari ini, Senin tanggal 25 Juli 1978; 
 Selanjutnya pihak kedua dalam akta ini menerangkan, bahwa untuk 
menjamin lebih jauh pembayaran utang tuan Kunto Handoko tersebut yang 
berdasar akta tersebut, baik berupa utang pokok, bunga, maupun denda dan 
biaya-biaya serta lain-lain, maka pihak kedua sekarang untuk nantinya (me 
voor als) dan bilamana pihak pertama menjalankan hak-haknya berdasarkan 
akta tersebut, dengan ini menyerahkan (men-cedeer) sebagai jaminan kepada 
pihak pertama dan pihak pertama menerangkan dengan ini menerima 
penyerahan (cessie): 
 Tagihan-tagihan pihak kedua kepada pihak ketiga, yang menurut 
keadaan pada  tanggal 25 Juli 1978 oleh pihak kedua dinyatakan berjumlah 
Rp 30.000.000,00,  satu dan lain seperti diuraikan dalam daftar yang 
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setelah dibubuhi materai  secukupnya ditandatangani oleh para 
penghadap, para saksi dan saya, notaris,  diletakkan pada minuta akta ini; 
 Para pihak menerangkan pula, bahwa penyerahan dan penerimaan 
piutang sebagai dimaksud di atas diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut: 
Pasal 1 
 Penagihan dan tagihan-tagihan tersebut tetap akan dilakukan oleh 
pihak kedua, tetapi mulai hari penyerahan (cessie) dimaksud diatas, tidak lagi 
untuk dimilikinya sendiri, tetapi semata-mata untuk diserahkan kepada pihak 
pertama seluruhnya guna diperhitungkan dengan jumlah utang tuan Kunto 
Handoko tersebut kepada pihak pertama.13 
 Tiap-tiap bulan pihak kedua harus memberi laporan kepada pihak 
pertama tentang tagihan-tagihan yang telah dilunaskan serta pula tagihan-
tagihan yang bertambah. Penambahan tagihan-tagihan di anggap sebagai 
pengganti tagihan-tagihan yang telah dilunaskan dan termasuk dalam 
penyerahan (cessie) sebagai jaminan yang dimaksud dalam akta ini. 
Pasal 2 
 Apa yang diserahkan seperti dimaksud dalam akta ini berikut segala 
sesuatu yang mempunyai hubungan dengan tagihan-tagihan tersebut, 
berpindah kepada pihak pertama dan segala keuntungan atau kerugian yang 
timbul darinya menjadi milik atau dipikul oleh pihak pertama. 
 
                                                          
 13Soeroso. R, Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik (Jakarta 
: Sinar Grafika, 2013), h. 208. 
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Pasal 3 
 Pihak kedua menjamin kepada pihak pertama, bahwa apa yang 
diserahkan sebagai dimaksud dalam akta ini adalah benar haknya pihak kedua, 
bebas dari sitaan, tidak digadaikan atau diberikan sebagai jaminan dengan 
cara apa pun juga kepada pihak ketiga dan mengenai segala sesuatu yang 
mempunyai hubungan dengan tagihan-tagihan dimaksud, baik sekarang 
maupun di kemudian hari pihak pertama tidak akan mendapat tuntutan apa 
pun juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu 
atau turut mempunyai ha katas apa yang diserahkan secara cessie sebagai 
dimaksud dalam akta ini dan oleh karenanya pihak pertama dibebaskan oleh 
pihak kedua dari segala tuntutan apa pun juga dari pihak ketiga mengenai hal 
tersebut. 
Pasal 4 
 Pengakuan secara cessie yang dinyatakan dalam akta ini, dilakukan 
dengan perjanjian bahwa setelah tuan Kunto Handoko tersebut melunasi 
utangnya kepada pihak pertama, hak atas tagihan yang diserahkan secara 
cessie dimaksud dengan sendirinya menurut hukum berpindah lagi kepada 
pihak kedua. 
Pasal 5 
 Mengenai akta ini dan pelaksanaannya serta akibatnya, para pihak 
memilih tempat tinggal (domisili) di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
 Para penghadap saya, notaris kenal. 
Demikian akta ini.14 
                                                          
 14Soeroso. R, Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik , h.. 209 
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C. Pandangan KUHPer Terhadap Praktek Cessie 
 Surat pengakuan utang diatur dalam hukum acara perdata dan dijumpai pula 
dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam HIR 
(Herzien Inlandsch) atau Reglemen Indonesia diperbarui (RID) dijelaskan dalam 
pasal 224 dan pasal 258 menurut R.Bg yang bunyi selengkapnya menurut Soesilo 
sebagai berikut : 
“Surat asli daripada surat hipotek dan surat utang, yang diperkuat di hadapan 
notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan ‘Atas nama 
Undang-Undang’ berkekuatan sama dengan putusan  hakim, jika surat 
yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal 
menjalankannya, dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang 
dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau 
memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di 
atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu 
hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal 
keputusan itu  harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah 
hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, 
maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang beikutnya 
dituruti.”15 
Menurut pasal tersebut mengatur dua hal, yaitu surat hipotek dan surat utang. 
Surat hipotek merupakan surat jaminan utang terhadap barang-barang yang tidak 
bergerak, yang bentuknya berupa sertifikat hipotek. Dengan adanya perkembangan, 
setelah ketentuan hipotek yang diatur dalam buku kedua KUHPer di cabut dengan 
Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
Mengenai surat utang yang dimaksud adalah  surat pengakuan utang, karena 
surat utang berisi tentang utang orang yang membuat surat tersebut dan yang 
membuat surat hanya satu pihak. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang meminjam 
                                                          
 15Gatot Supramono, Perjnjian Utang Piutang (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 
h. 37-38. 
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uang, yaitu debitur. Dalam surat pengakuan utang pada pokoknya debitur mengakui 
telah berutang sejumlah uang kepada kreditur. 
Surat pengakuan utang bukan merupakan surat perjanjian utang, melainkan 
isinya berupa sebuah pernyataan debitur tentang pengakuan dirinya yang telah 
berutang kepada kreditur.16 Walaupun isinya berupa pernyataan sepihak dari debitur, 
surat pengakuan utang mempunyai kekuatan mengikat, karena jika debitur lalai 
(wanprestasi) membayar utang tersebut, surat pegakuan utang dapat dipakai sebagai 
alat bukti dan sekaligus untuk mengeksekusi pemngembalian utang debitur. 
Antara perjanjian utang piutang dengan surat pengakuan utang mempunyai 
hubungan satu sama lain. Surat pengakuan utang baru ada setelah adanya perjanjian 
utang piutang. Perjanjian utang piutang selalu dibuat terlebih dahulu daripada surat 
pengakuan utang. 
Sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, perjanjian utang piutang dapat 
dibuat secara tertulis atau tidak tertulis (lisan). KUHPer mengakui keberadaan 
perjanjian lisan, asalnkan telah terjadi kesepakatan para pihak yang berjanji. 
Perjanjiannya sah setelah dipenuhi sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320 
KUHPer.17 
Kreditur dan debitur membuat perjanjian utang piutang sesungguhnya 
dipandang sudah cukup, karena dengan perjanjian tersebut sudah mengikat kedua 
belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Dalam perjanjian 
utang-piutang pada umumnya sudah ditentukan hak-hak dan kewajiban masing-
masing para pihak karena adanya jaminan. Secara umum jaminan dapat diartikan 
                                                          
 16 Gatot Supramono, Perjnjian Utang Piutang, h.. 39. 
 17 Gatot Supramono, Perjnjian Utang Piutang, h. 41. 
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sebagai sesuatu hak atas kebendaan yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan 
atas pelunasan piutangnya yang menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 
melunasi kewajibannya berupa kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang 
timbul dari suatu perikatan.18 
Berdasarkan penjelasan diatas, praktek cessie berbeda konsep dengan apa 
yang diutarakan diatas. Praktek cessie merupakan pengalihan piutang yang pada 
dasarnya sebelum sah di mata hukum, harus dibuatkan akta otentik atau akta di 
bawah tangan. Berarti praktek cessie tidak bisa dilakukan secara lisan seperti yang di 
jelaskan di atas. 
Menurut pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama perjanjian 
utang piutang tidak melawan hukum maka perjanjian tersebut tidak dilarang. Dalam 
pasal 1365 KUHPer yang mengatur perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum 
perdata memuat ketentuan sebagai berikut: 
“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 
seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 
itu, mengganti kerugian tersebut.” 
Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk dapat diajukan 
tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat 
atau unsur-unsur, yaitu: 
1) Ada perbuatan melawan hukum, 
2) Ada kesalahan 
 
 
 
                                                          
 18Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata 
dan Perkembangannya (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), h. 67. 
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3) Ada kerugian yang ditimbulkan perbuatan itu, 
4) Ada hubungan causal perbuatan dan kerugian.19 
                                                          
 19Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata 
dan Perkembangannya, h. 166. 
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN CESSIE 
A. Pengertian Cessie Menurut Hukum Islam 
Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud 
(intangible goods) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, 
dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Penyerahan hak-hak 
piutang atas nama, khususnya untuk benda bergerak dilakukan dengan cessie.1 
Hukum Islam tidak mengenal yang namanya istilah cessie, tetapi hukum Islam 
mempunyai aturan dan ketentuan terhadap perjanjian atau biasa dikenal dengan 
kaidah muamalah. Dalam hubungan ini kreditur yang memindahkan piutang disebut 
sebagai cedent (muhal), kreditur yang baru disebut cessionaris (muhal ‘alaih), dan 
debitur dari piutang disebut cessus (muhil). 
Terkait dengan masalah perjanjian jual beli utang/piutang, di dalam agama 
Islam dikenal suatu akad yang disebut dengan hiwalah. Dengan semakin 
berkembangnya zaman, pengalihan piutang dengan menggunakan hiwalah 
melahirkan beberapa masalah yang memerlukan fatwa, yaitu : 
1. Akad hiwalah dalam fiqh klasik termasuk kategori uqud tabarru’, artinya 
akad tolong menolong di antara pelaku transakasi tanpa mengharapkan 
imbalan. Akad ini bersifat sosial, bukan komersial. 
2. Penerima pengambil alihan piutang itu (muhal ‘alaih) meminta jasa untuk 
penagihan. Sebab untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berhutang 
harus mengeluarkan biaya dan tenaga. 
                                                     
 1Salim H. S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 110. 
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3. Jasa penagihan biasanya langsung dikurangkan dari nilai yang terdapat dalam 
surat piutang. Jika yang memindahkan kewajiban itu pihak yang berutang, 
maka jasa yang diminta adalah karena harus mencari dana tunai untuk 
menutupi kewajiban itu. Biaya jasa ditambahkan kepada jumlah hutang yang 
perhitungannya bisa dalam bentuk nominal atau persentase. 
4. Dalam surat piutang, hutang yang ditanggung mengandung bunga, yang oleh 
para ulama dianggap sesuatu yang harus dihindari.2 
Jika kita melihat dari jenis pemindahan, hiwalah terdiri dari dua jenis, yaitu 
hiwalah dayn dan hiwalah haqq. Hiwalah dayn adalah pemindahan utang atau 
kewajiban membayar atau melunasi utang yang dimiliki seseorang. Sedangkan 
hiwalah haqq adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki 
seseorang atau satu pihak kepada pihak lain. 
Hiwalah dayn dan hiwalah haqq bisa dibilang hampir sama, yaitu pengalihan 
utang atau piutang. Disebut hiwalah dayn jika kita melihatnya dari segi pengalihan 
utang, sedangkan jika kita melihat dari segi pengalihan piutang, maka itu disebut 
hiwalah haqq. 
Berdasarkan imbalannya hiwalah terdiri dari hiwalah bighairi ujrah dan 
hiwalah bil ujrah. Hiwalah bighairi ujrah adalah hiwalah yang tidak dibarengi 
dengan pemberian ujrah/fee dari proses pengalihan tersebut. Sedangkan hiwalah bil 
ujrah, dalam proses pengalihannya terdapat pengenaan ujrah/fee.3 
                                                     
 2H. Cecep Maskanul Hakim, Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis Terhadap 
Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (Tangerang : Shuhuf Media Insani, 2011), 
h. 144. 
 3H. Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 207-208. 
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 Pengalihan piutang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang berhutang 
diperbolehkan oleh para ulama Hanafi dengan dasar hiwalah al-haqq yang didasarkan 
pada kafalah (penjaminan) oleh muhal. Atas dasar pendapat ini, ulama Hanafi 
mensyaratkan bolehnya pihak ketiga untuk menagih kembali (recourse) kepada 
muhal, sedangkan ulama Syafi’i tidak membolehkannya karena tidak ada persetujuan 
diantara ketiga pihak.4 Sedangkan menurut Ibn Taimiyah membolehkannya bila utang 
tersebut adalah utang yang pasti pembayarannya.5 
 Sunnah Rasulullah meunjukkan contoh-contoh yang melarang transaksi yang 
tidak pasti atau excessive speculative risk atau gharar.6 “it refers to a number of 
transaction scharacterized by risk or uncertainty at their inception”, misalnya jangan 
membeli ikan yang masih berada di laut, karena itu adalah gharar.7 
 Gharar berarti sesutau yang tidak jelas atau dapat bersifat tipu daya atau 
desepsi atau berupa hazard atau sesuatu yang tersembunyi atau informasi yang tidak 
terungkap atau tidak diungkapkan, dengan membawa konsekuensi yang tidak pasti 
atau menimbulkan ketidakpstian yang berlebihan.8 Dalam praktik, gharar dapat 
merupakan sesuatu yang bersifat ambigu atau ketidakjelasan yang berkaitan dengan 
                                                     
 4H. Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam 
Peraturan Perundang-undangan (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), h. 119. 
 5 H. Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, h. 89-90. 
 6Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah (Jakarta : Paramadina 2004), h. 114. 
 7FORDEBY, ADESy, Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan 
Bisnis Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25. 
 8Mohamed Ali Elgari, Credit Risk in Islamic Banking and Finance, h. 17. 
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pihak-pihak dalam suatu transaksi itu,9 atau merupakan praktik-praktik desepsi atau 
misrepresentasi mengenai kualitas, harga, jenis dan spesifikasi barang.10 
B. Dasar Hukum Cessie Dalam Pandangan Hukum Islam 
Pada pembahasan sebelumnya sudah di bahas mengenai cessie atau 
pengalihan piutang yang berupa hak tagih atau hiwalah haqq. Jika dicermati secara 
baik-baik maka cessie dan hiwalah haqq mempunyai konsep yang sama, yang 
membedakan disini adalah dasar hukum dari kedua istilah di atas. Apabila cessie 
berpatokan pada KUHPer dan asas kebebasan berkontrak, berbeda dengan hiwalah 
haqq yang berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Seperti firman Allah 
pada QS. An-Nisa/4 : 29. 
                          
                      
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.11 
Setelah kita memahami makna dari cessie dan hiwalah haqq, sesungguhnya 
kedua istilah tersebut adalah sama-sama pengalihan piutang dan haruslah ada 
pemberitahuan atau keterangan tertulis atau saksi selama proses pengalihannya. 
Seperti Firman Allah pada QS. Al-Baqarah/2 : 282. 
                                                     
 9Saiful Azhar Rosly, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets (Kuala 
Lumpur, Malaysia : Dinamas Publishing, 2005), h. 75. 
 10Yahia Abdul Rahman, The Art of Islamic Banking and Finance. 
 11Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan terjemahan), h. 83. 
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                          
                       
                             
                      
                        
                           
                         
                    
                            
                      
     
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah  seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajarkan  kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah 
orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah,  Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. 
Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah(keadaannya), 
atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya 
mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 
laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka 
(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang 
yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka 
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yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak 
apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 
waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil 
di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu 
kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu 
tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan 
janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang 
demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan 
bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.12 
C. Analisis Perbandingan Praktek Cessie 
Praktek cessie dalam pandangan KUHPer di anggap sah di mata hukum 
selama praktek cessie yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum 
yang berlaku. 
Praktek cessie dalam pandangan KUHPer lebih dominan mengurus 
perpindahan piutang atau peralihan piutang antara subjek hukum dan badan hukum. 
Istilah cessie tidak ada di dalam KUHper, tetapi di dalam pasal 613 ayat 1 KUHper 
disebutkan bahwa “penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain 
yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah 
tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. 
Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu 
diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan 
surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat 
utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat 
itu”.13  
                                                     
 12Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan terjemahan), h. 48. 
13Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pustaka Mahardika) h. 159-160 
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Sedangkan hukum Islam tidak mengenal yang namanya istilah cessie, tetapi 
hukum Islam mempunyai aturan dan ketentuan terhadap perjanjian atau biasa dikenal 
dengan kaidah muamalah. Dalam hubungan ini kreditur yang memindahkan piutang 
disebut sebagai cedent (muhal), kreditur yang baru disebut cessionaris (muhal 
‘alaih), dan debitur dari piutang disebut cessus (muhil). 
Terkait dengan masalah perjanjian jual beli utang/piutang, di dalam agama 
Islam dikenal suatu akad yang disebut dengan hiwalah. Praktek cessie jika di 
pandang menurut hukum Islam maka praktek cessie masuk dalam golongan hiwalah 
haqq. Hiwalah haqq adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki 
seseorang atau satu pihak kepada pihak lain. 
Praktek cessie atau hiwalah haqq mengatur tentang perpindahan atau 
peralihan piutang atau hak tagih utang. Hiwalah haqq mengatur perpindahan piutang 
antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain. Hiwalah haqq dalam 
prakteknya berpatokan kepada firman Allah. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, hiwalah haqq atau cessie dalam prakteknya 
harus disaksikan oleh dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang 
perempuan. Kemudian saksi-saksi tersebut harus menulis tentang waktu utang-
piutang, para pihak yang bersangkutan dan jumlah utang tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahaasan yang telah penulis kemukakan di atas tentang 
praktek cessie dalam pandangan KUHPer dan hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Sebelum akta cessie di buat, cedent dan cessionaris membuat akta otentik atau 
akta di bawah tangan mengenai perpindahan piutang yang akan mereka 
sepakati. Lahirnya cessie setelah pembuatan akta dan penandatanganan akta 
otentik atau akta dibawah tangan. Setelah peralihan tersebut disepakati, maka 
hak tagih sudah beralih dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru 
(cessionaris). Kemudian harus ada pemberitahuan kepada debitur (cessus) agar 
ia mengetahui kepada siapa harus membayar utangnya. Pemberitahuan yang 
dilakukan terhadap debitur (cessus) sah apabila pemberitahuan ini dilakukan 
secara resmi (betekening). Pemberitahuan (betekening) ini bisa dilakukan oleh 
jurusita pengadilan atau orang yang membuat akta itu. Pemberitahuan 
(betekening) ini harus dilakukan kepada debitur (cessus), karena tanpa adanya 
pemberitahuan (betekening) maka pada saat jatuh tempo atau batas waktu 
pembayaran debitur (cessus) dapat membayar dengan sah kepada kreditur lama 
(cedent). 
2. Istilah cessie tidak ada di dalam KUHper, tetapi di dalam pasal 613 ayat 1 
KUHper menerangkan bahwa “penyerahan piutang-piutang atas nama dan 
barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta 
otentik atau akta di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-
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barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang 
berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya 
secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk 
dilakukan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan 
dengan memberikannya Bersama endosemen itu”. Berdasarkan penjelasan 
pasal 613 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka cessie 
diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak 
merugikan orang lain dan mengambil hak-hak orang lain secara melawan 
hukum. 
3. Agama Islam mempunyai ketentuan lain dalam perpindahan atau pengalihan 
utang atau piutang, dalam agama Islam proses perpindahan atau pengalihan 
utang atau piutang di sebut dengan hiwalah dayn dan hiwalah haqq. Hiwalah 
dayn adalah pemindahan utang atau kewajiban membayar atau melunasi utang 
yang dimiliki seseorang. Sedangkan hiwalah haqq adalah pemindahan hak atau 
piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada pihak lain. 
Istilah cessie tergolong didalam hiwalah haqq, yaitu pengalihan hak atau 
tagihan kepada seseorang yang berutang. Jadi secara tidak langsung agama 
Islam membolehkannya selama tidak melanggar syariat Islam. 
B. Implikasi Penelitian 
  Setelah penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan praktek cessie 
dalam pandangan KUHPer dan hukum Islam, selanjutnya penulis akan memberikan 
saran sebagai beikut: 
1. Dalam proses utang piutang sebaiknya kita sebagai debitur atau orang yang 
mempunyai utang terhadap kreditur atau orang yang mempunyai piutang, lebih 
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berhati-hati dalam proses pembayaran yang akan dilakukan. Karena apabila ada 
kesalahan dalam pembayaran maka yang dirugikan adalah debitur atau orang 
yang berutang. Terutama dalam kasus cessie, karena utang tersebut telah 
dialihkan kepada orang lain. 
2. Di negara kita, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengatur tentang 
kebutuhan manusia sebagai subyek hukum, pengaturan yang di maksud salah 
satunya meliputi hukum jual beli. Tetapi dengan semakin berkembangnya zaman 
maka hukum yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa 
saja tertinggal oleh zaman. Alangkah baiknya apabila hukum yang dianut oleh 
sistem eropa continental di perbaharui dengan sistem syariat Islam. Karena 
hukum Islam mampu merangkul semua zaman. 
3. Hukum Islam mempunyai aturan yang paling lengkap dan paling efisien, 
terutama dalam kaidah muamalah. Tetapi dalam agama Islam masih mempunyai 
banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Semua pendapat ini bisa digunakan 
tergantung situasi dan kondisi, jadi kita sebagai penganut agama Islam harus 
pintar dalam memillih pendapat yang ada. 
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